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ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana tidak lagi pertanggungjawaban secara individiual.
Korporasi sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sejak
diberlakunya undang-undang tindak pidana korupsi. Faktanya semenjak korporasi
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi
menimbulkan ketidak adilan dan ketidak patian hukum. Berdasarkan uraian di atas,
maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana
pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan administrasi pada
penerbitan sertipikat hak atas tanah. 2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban
pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam Putusan PK Nomor
257PK/Pid.Sus/2020. 3).Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Terhadap
Kesalahan Administrasi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Masa Yang
Akan Datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum pustaka. Dari hasil
penelitian yang dilakukan, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1).
Bahwa Kepala BPN dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi 2). pertanggungjawaban Putusan PK Nomor
257PK/Pid.Sus/2020 berupa pertanggungjawaban pidana penjara. 3). Bahwa Upaya
pencegahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan penal dan
non penal. Pendekatan penal yatu dengan cara dalam memutus perkara tipikor
hakim harus menjatuhkan pidana maksimum selama 20 tahun. Pendekatan Non
Penal dapat dilakukan dengan cara membuat satu aturan hukum baru terhadap
instansi-instansi terkait penerbitan sertipikat, serta membuat sistem terintegrasi
antara BPN dan KLHK guna menentukan batas kawasan hutan.

Kata Kunci: Kesalahan Administrasi, Pertanggungjawaban pidana, Sertipikat.

Pgmbimbing I1,

Mengetahui:
Ketua Program Magister I[lmu Hukum




ABSTRACT

Criminal liability is no longer individual responsibility. Corporations can be held
criminally responsible since the enactment of the corruption law. The fact is that since the
corporations can be held criminally responsible for administrative errors, it has raised
injustice and legal uncertainty. Based on the description above, the legal contents that
will be discussed in this thesis are as follows: 1) How criminal liability is regulated for
administrative errors in the issuance of land title certificates. 2) How is criminal liability
applied to the issuance of land title certificates in PK Decision Number
257PK/Pid.Sus/2020. 3). How to prevent criminal acts regarding administrative errors in
the issuance of certificates of land rights in the future. The method used in this study is
the normative juridical method, namely research that describes, examines, explains and
analyzes problems. Based on the results of the study, the following conclusions were
drawn: 1). That the Head of BPN can be held criminally responsible since the enactment
of The Act Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes 2). The
accountability for PK Decision Number 257PK/Pid.Sus/2020 is in the form of liability for
imprisonment. 3). That prevention efforts can be carried out through two approaches,
namely: penal and non-penal approaches. The penal approach is that in deciding a
corruption case the judge must impose a maximum sentence of 20 years. The non-penal
approach can be carried out by creating a new legal regulation for agencies related to the
issuance of certificates; as well as creating an integrated system between BPN and the
Ministry of Environment and Forestry to determine forest area boundaries.

Keywnrds “Admmlstratlve Errors, Criminal Liability, Certificate.

entation Unit for Language



BABI1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kehidupan manusia
dan tatanan hukum. Salah satu tatanan hukum yang mengalami perubahan tersebut
ialah beberapa aturan yang terdapat di dalam hukum pidana positif di Indonesia.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari
KUHP (Wvs). KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari Wvs voor
Nederlandsch-Indie (S. 1915 No. 732) dan dinyatakan berlaku di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor. 73
Tahun 1958. ! Oleh karena terdapat beberapa aturan di dalam KUHP yang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan global.

Adapun hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada
suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa
pidana.? Tujuan hukum pindana merupakan untuk melindungi negara dan warga
negara dari segala bentuk kejahatan yang merugikan.? Seiring perkembangan jaman

banyak perbuatan yang diharuskan adanya pertanggungjawaban pidana.

' Barda Nawawi Arief, 2017, RUU KUHP BARU Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem
Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro, him. 5

2 Sudarto, 2018, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 10.

3 Hamzar Nodi, 2013, “Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya
Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal llmu Hukum,
Vol. 3, No. 1, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, hal. 2.



Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang
melakukan tindak pidana.* Dapat disimpulkan secara tegas bahwa
pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak
pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya
dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno
menyebut bahwa “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi
hukuman) jika ia tidak melakukan suatu perbuatan pidana”.> Namun
pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjerat pelaku pidana sebagaimana
disebutkan di atas. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukuum Pidana (selanjutnya
disebut dengan KUHP) berbunyi “mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu,
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman
atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja
meneganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Dimana pasal tersebut
dapat dimaknai sebagai pasal penyertaan yang juga bisa dimintai
pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi pelaku pidana tapi juga
terhadap kesalahan administrasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana.

pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi pemerintahan® yang

4 Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terkait Pemberian

Delegasi Kewenangan, Jurnal: Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, Januari, Surabaya: Jurnal
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 188.
> Andre Wowor, 2019, Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana yang dilakukannya Menurut
Hukum Pidana, Jurnal: Lex Crimen, Vol. 8. No. Maret, Manado: Jurnal Elektronik Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang, hlm. 189. Dikutip Dari: Roeslan
Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, 1981, Jakarta: Aksara Baru, him.
81.
Yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah “tata laksana dalam pengambilan
keputusan dan/atau  tindakan oleh badan dan atau/pejabat pemerintahan. Dikutip dari Pasal 1
Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
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dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah’ atas wewenang® yang dimilikinya
menjadi salah satu isu hukum yang menyita perhatian saat ini. Banyak lembaga
negara baik pusat maupun daerah yang masih menyalahgunakan wewenang, tugas
dan fungsinya.’

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Selanjutnya disebut dengan UU
TIPIKOR) beberapa kesalahan administrasi dijerat dengan UU TIPIKOR.
Kesalahan administrasi yang menyita perhatian salah satunya ialah kasus yang
menimpa mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait pelepasan aset PT Panca
Wira Usaha (selanjutnya disebut dengan PWU) berupa tanah dikediri dan
Tulungagung, Milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.!® Dalam perkara
tersebut Dahlan Iskan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi. Bunyi Pasal
tersebut yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur

negara. Sementara Leonard D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas
semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (public
administration consist all those operations having for the purpose the fulfillment and
enfprcement of public policy). Dikutip dari: Modul Yos Johan Utama Pengertian Administrasi
Negara dan Hukum Administrasi Negara

7 Yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah “unsur yang melaksanakan
Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.
Dikutip dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi negara.

8 Yang dimaksud dengan wewenang adalah “dalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan

dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, 2021, “Penguatan Hukum Administrasi Negara

Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Anti Korupsi,

Vol. 3, No. 7, Desember, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, him. 327

10" Angga Yudha Pratomo, “Kasus Dahlan Dinilai Lebih Persoalan Administratif Dibanding
Pidana”, dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dahlan-dinilai-lebih-persoalan-
administratif-dibanding-pidana.html, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023, Pukul: 14:30
WIB.


https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dahlan-dinilai-lebih-persoalan-administratif-dibanding-pidana.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dahlan-dinilai-lebih-persoalan-administratif-dibanding-pidana.html

hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Bunyi dari pasal di atas menurut Vidya, memiliki tiga unsur, yaitu;

a. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;'!

b. Melawan hukum;

c. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana
melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut timbul kerugian
keuangan atau benar merugikan perekonomian negara.'? Pasal tersebut merupakan
delik formil (formeel delict) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah
manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat
publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi dengan segala akibat hukumnya. Dalam kasus PWU tersebut Dahlan
Iskan dianggap merugikan negara. Selain Dahlan Iskan ada beberapa kesalahan

administrasi yang juga diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi (selanjutnya

disebut dengan pengadilan tipikor).

' Yang dimaksud dengan korporasi secara etimologi adalah “korporasi (Belanda: corporatie,
Inggris: corporation, Jerman: corporation) berasal dari kata corporatio dalam bahasa latin.
Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan
atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti hasil dari pekerjaan
membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan
perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”. Dikutip
melalui: Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta:
Kencana, him.23.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh
beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan
corporatie atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.

12° M Dani Pratama Huzaini “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU
Tipikor”, dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-
pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-1t58b107¢37432b/, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023.
Pukul 22:05 WIB.



Kesalahan administrasi lainnya yang berakhir di pengadilan tindak pidana
korupsi ialah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut dengan
pegawai BPN) yang menjadi fokus dalam penelitiam ini. Kasus kesalahan
administrasi yang dilakukan oleh anggota BPN yang menyita perhatian ialah kasus
penerbitan Sertipikat hak milik'® yang dilakukan Oleh kantor Pertanahan Kampar.

Dimana pada putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020 berakhir dengan
penolakan permohonan peninjauan kembali dari peninjauan kembali (Selanjutnya
disebut PK), (Zaiful Yusri) mantan Kepala BPN Kabupaten Kampar.'* Pada kasus
penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,
penerbitan Sertipikat tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan tata cara pemberian hak
atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah
Negara, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan tanah dengan benar.'®

Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk rekomendasi pemberian hak milik

kepada pemohon Sertipikat. Selain itu, Sertipikat yang terbit tersebut berada di

13" Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang dikatakan dengan Hak milik
adalah hak turun menurun dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengikat
ketentuan Pasal 6.

4 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 257PK/Pid.Sus/2020.

Marai  Rita  Hasugian “Eks Kepala BPN  Kampar Tersangka”, dalam

https://nasional.tempo.co/read/603049/eks-kepala-bpn-kampar-tersangka-korupsi, diakses pada
hari Senin, 15 April 2023. Pukul. 23.10 WIB.


https://nasional.tempo.co/read/603049/eks-kepala-bpn-kampar-tersangka-korupsi

kawasan hutan Tesso Nilo di Desa Bulu Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar. "Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan merugikan
keuangan negara sebesar Rp 5 miliar".!'®

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Pekan Baru, sebanarnya terdakwa Zaiful
Zuhri diputus dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena
hakim me nyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan
tetapi bukan tindak pidana. Serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.'”

Atas putusan pengadilan Tipikor Pekanbaru tersebut maka penuntut umum
melakukan banding. Dan upaya hukum yang dilakukan sampai PK. Dimana
putusan PK menolak PK yang dilakukan terdakwa. Dimana dalam putusan pada
tingkat kasasi terdakwa dijatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan memerintahkan terdakwa di tahan.'® Oleh
karena itu terdapat beberapa putusan terhadap kesalahan administrasi yang
dilakukan oleh BPN justru terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika putusan
diucapkan. Hal ini menimbulkan disparitas terhadap putusan hakim dalam memutus
perkara kesalahan administrasi.

Maraknya kesalahan administrasi sebagaimana dicontohkan di atas mencuri

perhatian Menteri Kordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD,

16 Ibid.
17 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN. Pbr. “Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, dalam

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-
pekanbaru/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/regis/tahun/2017.html, diakses pada hari
Minggu, tanggal 11-06- 2023. Pukul 22:00 WIB.

8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018



Mahfud MD meminta kepada Kajaksaan Agung memperketat penerapan Pasal 2
dan Pasal 3 UU Tipikor.!” Karena dilapangan ada orang yang tidak mempunyai
mens rea (sikap batin jahat), tidak mempunyai niat untuk melakukan korupsi hanya
salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi dan itu menyebabkan orang takut
melangkah.

Demikian pula dengan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai
BPN dalam penerbitan Sertipikat Hak, kesalahan administrasi yang dilakukan
tersebut kadang tidak mempunyai mens rea. Mana dalam lapangan sering terjadi
kawasan yang masuk dalam kawasan hutan diterbitkan Sertipikat hak atas tanah
oleh pegawai BPN sehingga pegawai BPN sering dianggap sebagai mafia tanah.
Nyatanya tidak adanya koordinasinya antara Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK) dengan BPN dalam menetapkan kawasan
hutan sehingga terjadinya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh BPN dalam
mengelurkan Sertipikat hak atas tanah. Kesalahan berupa penerbitan Sertipikat hak
milik di dalam kawasan hutan, sering penegak hukum memandang sebagai
kesalahan adminstrasi.?! Kesalahan administrasi yang mencuri perhatian penulis
ialah mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kepala BPN Kab.

Kampar. Dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

19 Dalam  https://news.detik.com/berita/d-5494028/mahfud-md-temui-jaksa-agung-bahas-uu-
tipikor-kasus-korupsi-asabri. Diakses pada hari Minggu, 14 April 2023. Pukul. 12:00 WIB.

2 Dalam https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/15/menko-polhukam-kesalahan-
administrasi-tidak-bisa-ditindak-pidana-korupsi. Senin, 15 April 2023. Pukul. 23:10 WIB.
Edi Wansen, Amiruddin, Lalu Parman, 2020, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan
Sertipikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana
Korupsi)”, Jurnal: Education and Development Institus Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.§
No.1, Februari, Padang Sidempuan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hlm. 453.
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TABEL 1
Daftar Putusan Pengadilan Terhadap Zaiful Yusri, S.H Mantan Kepala
Bpn Kab. Kampar
No | Nomor Putusan Tingkatan Putusan
Pengadilan
1. I. Menyatakan Terdakwa
ZAIFUL YUSRI, SH tersebut
diatas, terbukti melakukan
perbuatan yang didakwakan
tetapi bukan merupakan tindak
pidana.
. Melepaskan Terdakwa oleh
karena itu dari segala tuntutan
Tpk/2017/PN.Pbr. | Tingkat Pertama hukum.
3. Memulihkan hak-hak
Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan,  harkat serta
martabatnya.
2 1. ZAIFUL YUSRI, S.H. telah
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak  pidana
Nomor 2586 korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan berlanjut.
K/Pid.Sus/2018 Kasasi 2. Menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun.

N

Nomor:65/Pid.Sus- Pengadilan

3. Memerintahkan agar
Terdakwa ditahan
3 1. Menolak permohonan
peninjauan  kembali  dari
Pemohon
PeninjauanKembali/Terpidana
Nomor 257 Peninjauan ZAIFUL YUSRI, S.H.
tersebut.
PK/Pid.Sus/2020 Kembali 2. Menetapkan bahwa putusan

yang dimohonkan peninjauan
kembali tersebut tetap berlaku.
3. Membebankan kepada
Terpidana untuk membayar
biaya perkara

Tabel 1 di atas merupakan tabel putusan hakim terhadap mantan kepala

BPN Kabupaten Kampar. Di mana pada nomor satu merupakan putusan dari



Pengadilan tipikor Pekan Baru, yang mana dalam putusannya membebaskan
terdakwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana.
Sementara itu pada nomor dua hasil putusan dari mahkamah agung, setelah Jaksa
melakukan kasasi atas putusan hakim pengadilan tipikor pekan baru. Pada putusan
tingkat kasasi terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU
tipikor, sehingga terdakwa di putus dengan pidana penjara selama 4 tahun. Oleh
putusan hakim MA tersebut terdakwa melakukan PK namun putusan PK menolak
gugatan PK yang diajukan oleh terdakwa.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kesalahan administrasi
administrasi yang sebelumnya dianggap bukan perbuatan pidana tetapi bila dalam
pembuktiannya terdapat kerugian negara maka dapat dijerak dengan uu tipikor.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis
dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian
ini adalah:
1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan
administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan
sertipikat hak atas tanah di dalam Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020?
3. Bagaimanakah pencegahan Tindak Pidana terhadap kesalahan administrasi

dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah di masa yang akan datang ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini
dapat dirinci, sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban
pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak
atas tanah.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban
pidanaterhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam Putusan PK
Nomor 257PK/Pid.Sus/2020.

c. Untuk mengidentifikasi pencegahan tindak pidana terhadap kesalahan
administrasi tdalam penerbitan sertipikat hak atas tanah di masa yang
akan datang

2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan teoritis
dan kepentingan praktis, yakni:

a. Secara teoritis, berguna untuk:

1. Dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam kesalahan
administrasi yang berujuang pada diperlukannya pertanggungjawaban

pidana;



11

2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isi
hukum serupa mengenai pertanggungjawaban pidana dalam
kesalahan administrasi;

3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi
akademisi hukum.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang memiliki wewenang dalam
menjalankan tugasnya berhubungan dengan administratif, yaitu:

1. Bagi pembuat undang-undang: Sebagai bahan masukan untuk
merevisi UU TIPIKOR atau membuat aturan hukum baru yang lebih
tegas terkait dengan kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban
pidana;

2. Pegawai BPN yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan
Sertipikat; Sebagai pertimbangan kedepannya dalam mengeluarkan
Sertipikat sesuai dengan peraturan yang sudah ada;

3. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima,
mengadili, dan memutus perkara terhadap kesalahan administrasi
yang berujuang dengan pertanggungjawaban pidana;

4. Bagi masyarakat, penilitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang setiap kesalahan administrasi yang dilakukan

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
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D. Kerangka Teoritis
Teori hukum (legal theory) mempunyai kedudukan yang sangat penting di
dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat
digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena
hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.?*> Teori-teori
hukum berfungsi untuk menganalisis dan berupaya menyelesaikan
permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian. Adapun teori-teori yang
digunakan dalam penelitian ini anatara lain sebagai berikut:
1. Grand Theory
Grand theory pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.
Indonesia sebagai negara hukum hampir seluruh aspek kehidupan
masyarakatnya diatur dalam hukum yang ada di Indonesia. Melalui
hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat yang
bertujuan agar kehidupan dalam bermasyarakatpun menjadi lebih tertib.*
Dalam hukum terdapat tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum
tersebut hal ini sebagai nilai identitas dan salah satunya ialah kepastian
hukum. %4
Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, ia mengatakan bahwa
kepastian hukum merupakan sebagai hal yang sangat mendasar dimana

hukum harus positif, dilaksanakan dan juga harus dipatuhi.®® Ia juga

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi
dan Tesis (Buku Ke-2), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, him. 1.

“Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, dalam https://www.gramedia.com/literasi/teori-
kepastian-hukum/, diakses pada hari Jum’at, tanggal 09-06-2023, Pukul: 12:11 WIB.
1bid
0. Notohamidjojo, 2011, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, hlm. 33-34.
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menyebutkan bahwasanya kepastian hukum memiliki empat faktor,

adapun keempat faktor tersebut ialah:

a. Faktor yang berupa perundangan yang bersifat positif (Gesetzliches
Recht);

b. Didasarkan pada fakta (tatsachen);

c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara
benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan
dijalankan;

d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah diuabah. 2

Ke-empat faktor yang telah disebutkan di atas tidak dapat terlepas
dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara langsung.
Sementara itu Apeldoorn memiliki pendapat lain yang berbeda dengan
Gustav, ia mengungkapkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu:

Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum
dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang sedang melakukan atau
mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum
memulai perkara.?’

Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang berarti
perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.?® Sementara itu
Jan Michiel Otto mnyebutkan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya
memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan
kepastian hukum yang lebih jauh dalam mendefenisikan tentang kepastian

hukum sebagai tentang kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah
diperoleh (accessible);

26 Ibid, him. 292-293.

27 Ibid, hlm. 292-293

2 Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Jakarta: Revika
Aditama, hlm. 82.
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2. Instansi-Instansi penguasa/pemerintah menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya.

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku terhadap aturan-aturan
tersebut.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum serta keputusan peradilan
secara konkret dilaksanakan.?’

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa hukum yang ditegakkan oleh
instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin
kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan
masyarakat. Bahwa ketidak pastian hukum dapat menimbulkan kekacauan
dalam kehidupan masyarat serta akan terjadi tindakan yang saling berbuat
sesuka hati dan tindakan main hakim sendiri. Hal demikian kemudian akan
menjadikan keadaan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial
(social disorganization). >°

Sudikno Mertukusomo juga mengungkapkan bahwa kepastian hukum
merupakan sebuah jaminan bahwa hukum haruslah dijalankan dengan cara
yang baik. Oleh karena itu kepastian hukum menghendaki adanya upaya
pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang
berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki yuridis yang

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu

peraturan yang harus ditaati.’!

29
30
31

Ibid, hlm. 84.

Ibid, hlm. 85.

Zainal Asikin, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, him.
53.
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Kepastian hukum dapat juga dimaknai bahwa seseorang akan dapat
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.*? Kepastian
hukum sendiri erat kaitannya dengan keadilan, namun pada kenyataanya
hukum itu sendiri tidak identik dengan keadilan.*?

Tujuan dari kepastian hukum mutlak untuk melindungi kepentingan
umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai
motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakan
kepercayaan warga negara kepada pemerintah dan menegakan wibawa
pemerintah dihadapan pandangan warga negara.>*

Teori kepastian hukum digunakan dalam sistem peradilan pidana
bertujuan sebagai upaya terakhir dalam upaya hukum. Sebagaimana
diketahui bahwa sanksi pidana merupakan Ultimum Remedium yang dimana
dari beberapa rangkaian sanksi pidana atau upaya hukum yang telah
dilaksanakan sebelumnya, akan tetapi tidak memberikan efek jera bagi
pelaku tindak pidana, dengan demikian pemberlakuan sanksi hukum pidana
harus diberlakukan sebagaimana mestinya.

Contohnya terhadap perkara kesalahan administrasi terhadap
penerbitan sertipikat hak milik. Seharusnya upaya pidana merupakan upaya

terakhir yang dapat digunakan dalam memutus perkara kasalahan

32 Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Dalam

Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14,
No. 2, Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, hlm. 219.
33 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, him.
160.
3% Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum
Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Vol. 01, No,1, Juli,
Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 20.
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administrasi. Terhadap kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat

dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum admnistrasi.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

teori kewenangan dan teori penegakan hukum.

a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu
authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu
theorie van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu theorie
der autoritat. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut
ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan, H.D. Stoud seperti
dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan.>’

Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan
dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek
hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.’® Pada hakikatnya
kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat
perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam
definisi ini, menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyatakan
bahwa teori kewenangan (authority theory) merupakan teori yang

mengkaji dan menganalisis tentang : “Kekuasaan dari organ pemerintah
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untuk melakukan kewenagannya baik dalam lapangan hukum publik

maupun hukum privat”. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori

kewenangan, meliputi:

a. adanya kekuasaan;

b. adanya organ pemerintah; dan

c. sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah
dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah
yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan
hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat
hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.?’

Teori kewenangan dalam penelitian ini adalah kewenangan hakim dalam
memutus perkara. Sebagaimana diketahui dalam prinsip negara hukum
jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas
pengaruh dari kekuasaan lainnya.’® Begitu juga dalam perkara kesalahan
administrasi hakim memutus perkara tanpa ada intervensi pihak manapun.
Dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman Tidak seorang
pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian
yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang

yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang
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didakwakan atas dirinya.  Serta Kewenangan Kepala BPN untuk
menerbitkan sertipikat hak atas tanas dalam menjalaskan tugasnya sebagai
Kepala BPN yang memiliki kewenangan.
b. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah /aw
enforcment dan dalam bahasa Belanda penegakan hukum disebut dengan
rechtshandhaving.’®  Secara  konsepsionel  Soerjono  Soekanto
menyabutkan arti dari penegakan hukum terletak pada kegaiatan
menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang
mantap dan melaksanakan dan sikap atas tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*°
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keutusan yang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi.*! Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila
ada ketidak serasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola prilaku.
Gangguan dapat terjadi bila terjadi ketidak samaan antara nilai yang

berpasangan, yang menjelama di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang
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siur, dan pola prilaku tidak terarah yang menggganggu kedamaian
pergaulan hidup.

Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ke
cenderungannya ialah demikian sehingga law enforcment begitu populer.
Selain itu ada kecenderungan yang kuat dalam mengartikan penegakan
hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat
bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-
kelemahan apabila pelaksananan perundang-undangan atau keputusan-
keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam
pergaulan hidup.*?

Dalam wupaya penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktot
tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
tersebut menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:*

1. Faktor hukumnya sendiri, adapun yang dimaksud ialah undang-undang

Diartikan dengan undang-undang dalam arti materil ialah peraturan

tertulis yang berlaku umum diatur oleh penguasa pusat maupun daerah

yang sah.
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2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapka hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mnedukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.**

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
pada efektivitas penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum yakni
merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep yang

cukup abstrak untuk menjadi tujuan hukum.*

Hukum sebagai suatu
sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif maka
keberhasilan dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 komponen hukum.
Hal ini disebutkan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa hukum

merupakan gabungan antara komponen yaitu struktur (legal structur),

substansi (legal substance), dan budaya (legal culture).*®
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1. Legal Structur ialah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjasnya
sistem tersebut.

2. Legal substance merupakan output dasi sistem hukum berupa peraturan
perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh
pihak yang diatur maupun diatur.

3. Legal culture merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang
mempengaruhi bekerjanya hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa terdapat perbedaan pendapat
antara Soerjono Soekanto dengan Lawrence Meir Friedman terutama
dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Teori
penegakan hukum jika dikaitkan dengan tulisan ini bahwa terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berkaitan dengan
putusan terhadap kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat hak
atas tanah.

3. Applied Theory
Adapaun applied teori dalam penelitian ini ada tiga teori:
a. Teori kebijakan hukum pidana, kebijakan diambil dari istilah “policy”
(Inggris) atau “politiek” Belanda. Dari kedua istilah asing ini, maka
“kebijakan hukum pidana” dapat disebut juga dengan istilah “politik

hukum pidana”.*” Pada kepustakaan asing politik hukum pidana sering

47 Barda Nawawi Arief, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan

Penyusunan Konsep ~ KUHP Baru Cetakan ke-5, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 26.
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dikenal dengan berbagai istilah antara lain: penal policy, criminal law
policy atau strafrechts politiek.*® Ketiga istilah yang disebutkan di atas
sebanarnya menandung arti yang sama. Sudarto memberikan arti
criminal law policy (politik kriminal) dalam tiga arti yaitu:

1. Dalam arti sempit criminal law policy digambarkan sebagai
keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana.*

2. Dalam arti lebih luas criminal law policy diartikan sebagai
keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di
dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian.*°

3. Criminal law policy dalam arti yang paling luas merupakan kebijakan
yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi
yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari
masyarakat.>! Penegakan norma-norma sentral yang disebutkan pada
point nomor tiga dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.
Melakukan politik kriminal berarti melakukan pemilihan dari sekian
banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam wusaha
penanggulangan tersebut. Politik kriminal merupakan salah satu usaha

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.>?
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Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi
kejahatan sudah tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum
pidana), tetapi juga menggunaakan sarana non penal.>® G. Peter
Hoefnagel memberikan gambaran usaha untuk menanggulangi,
politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:>*

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan
Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime
and punishment).

Politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui
upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non
penal/ prevention without punishment. Melalui sarana non penal perlu digali
dan dikembangkan serta dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan
partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektiftkan dan mengembangkan
“extra legal system” yang ada dalam masyarakat.>

Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (penal
policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai
tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan

secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada undang-
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undang, dan juga kepada penyelenggara yang menerapkan undang-undang
dan juga para pelaksana penyelenggara pengadilan.>®
Kebijakan hukum pidana (penal policy) tidak hanya sekedar teknik
perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik saja,
lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan atau disiplin ilmu
sosial lainnya termasuk kriminology.®’” Teori kebijakan hukum pidana dapat
digunakan dalam upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan
tindak pidana kesalahan administrasi dalam penerbitan sertpikat. Dimana
upaya pencegahan tersebut tidak hanya menggunakan hukum pidana tetapi
juga dapat dilakukan dengan pendekatan diluar hukum pidana.
b. Teori pertanggungjawaban pidana
Dalam bahasa Inggris disebut dengan responsibility, atau criminal
liability. Di dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya
menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal
nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat
atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar
pertanggungjawaban pidana itu diraih dengan memenuhi keadilan.>®
Roeslan salah memberi arti bahwa pertanggungjawaban pidana ialah

“sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan
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pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena
perbuatannya itu”.>® Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan
sebagai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana terhadap seseorang
yang telah melakukan perbuatan pidana. Chairul Huda menyatakan bahwa
seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila orang tersebut
telah melakukan perbuatan yang salah/tidak benar yang bertentangan
dengan hukum.®® Ia juga mengungkapkan bahwa pada hakikatnya
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang
diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang
telah disepakati.®!

Pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum menunjuk pada dua
istilah yaitu liability dan responsibility. Dalam pengertian dan penggunaan
praktis, istilah /iability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu
tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum,
sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban

politik.%> Oleh karena itu terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi
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untuk memintai Pertanggungjawaban Pidana seseorang. Adapun unsur-
unsur tersebut adalah:
a. Adanya suatu tindakan pidana
Unsur ini ialah unsur perbuatan, unsur tersebut merupakan salah
satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Karena
seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu
perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas. Asas
legalitas sendiri ada di Pasal 1 KUHP “nullum delictum nulla poena
sine praevia lege poenali” artinya tidak dipidana suatu perbuatan
apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai
larangan perbuatan tersebut.%
b. Unsur Kesalahan
Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld yaitu
keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang
ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan

tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.®*
c. Tidak ada alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak

dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak
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pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan
tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari
oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal
itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.%

Adapun yang dimaksud dengan faktor dari luar berdasarkan
penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga unsur dalam
pertanggungjawaban pidana. Baik itu faktor utama maupun faktor
pendukung. Ketiga faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dalam
pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana
digunakan untuk pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini ialah
Kepala BPN yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan sertipikat
hak atas tanah.

C. Teori Pembuktian

Pembuktian banyak dimuat dalam berbagai literatur dan sudah
banyak juga literatur yang memuat tentang defenisi pembuktian. Kata
pembuktian (bewijs) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti
adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu
kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu
terdapatnya suatu kepastian.®® Terdapat berbagai bentuk pembuktian

hal ini berdasarkan pendapat ahli.

65 Chairul Huda, 2006, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, hlm-116.
% H.S. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, diakses melalui: https:/www.pn-
lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829
Teori +dan+Hukum+Pembuktian.pdf. Jum’at, 27 Oktober 2023.



https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%20+dan+Hukum+Pembuktian.pdf
https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%20+dan+Hukum+Pembuktian.pdf
https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%20+dan+Hukum+Pembuktian.pdf

28

Subekti menyetakan bahwa pembuktian merupakan upaya untuk

meyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukan dalam suatu

persengketaan.®

7 Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukan

pendapatnya bahwa pembuktian dalam arti yuridis merupakan upaya untuk

memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran pertiwa hukum yang

diajukan.®

8 Di KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang sering

digunakan dalam sistem pengadilan yaitu:

Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan
Hakim Semata: dalam sistem ini bersalah atau tidaknya terdakwa
sepenuhnya tergantung keyakinan hakim.

Conviction In Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan
Hakim Atas Alasan yang Rasional: dalam sistem ini keyakinan
hakim tidak perlu tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena
memang tidak diisyaratkan meskipun alat bukti telah di tetapkan
oleh undang-undang.

Positif Wettelijks theore atau Sistem Pembuktian Berdasarkan
UndangUndang Positif dalam sistem pembuktian ini bersalah
tidaknya seseorang harus didasarkan dengan alat bukti yang sah

menurut undang-undang.

7 Ali Imron dan Muhamad Igbal, 2019, Hukum Pembuktian, Tanggerang: UNPAM Press, him. 2.
Dikutip dari: Subekti, Hukum Pembuktian, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1.

88 Ibid, hlm. 2.
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d. Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-
Undang Secara Negatif Dalam sistem ini hakim hanya boleh
menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah
di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan

hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti.®’

Dari penjelasan di atas bahwa pembuktian merupakan upaya hukum
yang dilakukan guna memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum
dan dilandasi dengan dalil-dalil hukum. Hukum pembuktian menurut
Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan ketentuan mengenai pembuktian
yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan
memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta

kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.”

Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk dapat memberikan
gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa sehingga
dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima.
Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi pedoman mengenai tata
cara yang diberikan untang-undang untuk membuktikan. !

Di dalam KBBI disebutkan sebagai proses perbuatan, cara
membuktikan suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa

dalam persdangan.”> Sementara itu pembuktian dalam hukum acara

% Ibid, hlm. 6-7.

70 Eddy O.S. Hiariej, 2014, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hlm.5

' Ibid, hlm. 2-3.

Diakses melalui https://id.wiktionary.org/wiki/pembuktian, Jum’at 27 October 2023
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pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-

keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh

suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan
serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan
penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat
peran pembuktian. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim
tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah dalam KUHP
ialah:

b. Keterangan saksi: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang
saksi nyatakan di sidang pengadilan.

c. Keterangan ahli: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai
dengan alat bukti yang sah lainnya. 7

d. Surat: dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

adalah:

3 Hans Tangkau, 2012, “Hukum Pembuktian Pidana”, Manado:Universitas Sam Ratulangi, Hlm
18
74 Pasal 186 KUHAP.
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1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2). Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
keadaan.

3). Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 7

d. Petunjuk: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya
dapat diperoleh melalui: Keterangan saksi; Surat; Keterangan
terdakwa. Keterangan terdakwa: Keterangan terdakwa ialah apa

yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

75 Pasal 187 KUHAP.
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atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa
yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu
menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh
suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan
kepadanya dan juga Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan
terhadap dirinya sendiri dan Keterangan terdakwa saja tidak cukup
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti

yang lain. 7

Teori pembuktian dijidikan salah satu pertimbangan hakim dalam
memutus perkara. Begitu juga dengan perkara kesalahan administrasi
dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh mantan
Kepala BPN Kab. Kampar. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama
bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana namun
dalam putusan MA berdasarkan alat bukti hakim bahwa perbuatan

terdakwa merupakan perbuatan pidana.

D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian

hukum kepustakaan, yang artinya ialah “penelitian hukum yang dilakukan

76 Pasal 189 KUHAP.
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dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka”.”’

Jenis penelitian ini menekankan pada konsep bahwa hukum dapat dipandang
sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang tersusun secara
sistematis berdasarkan tata urutan tertentu.’”® Sementara itu Peter Mahmud
Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum ialah suatu proses yang
digunakan untuk menegaskan bahwa suatu proses yang digunakan untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dari sisi normatifnya.
Logika keilmuan pada penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin,
ilmiah dan cara-cara kerja hukum yang normatif.”
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas
penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau
metode-metode yang digunakan untuk mencapai pengertian tentang
masalah penelitian.
a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach)
Pendekatan  Perundangan (Statute Approach) merupakan
pendekatakan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis.®!
Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis

peraturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana pegawai

77

78

79

80
81

Salim HS, & Eelies Septiana Nurbaini, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo, him. 12.

Suteki, Gilang, 2018, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Jakarta:
RajaGrafindo, hlm. 265.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
hlm. 35.
Salim HS, Erlies Septiana Nurbani Op. Cit, hlm. 18.
Ibid, hlm. 17.
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Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak dan
ketentuan yang terdapat pada Pasal Pasal 2 ayat (1) Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah
hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus
dilakukan dengan cara:

1) Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2) Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar
negara lain;

3) Objek kasian di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau
reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu
putusan.®?

Ditegaskan bahwa pendekatan kasus (case approach) tidak sama
dengan studi kasus (case study). Di mana dalam pendekatan kasus

beberapa kasus di kaji untuk referensi bagi suatu isi hukum, sedangkan

82

Ibid, hlm. 18
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studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai
aspek hukum.??
¢. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju
bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik
ini diperlukan untuk melihat bagaimana konsep pertanggungjawaban
hukum terhadap kesalahan administrasi. Agar terciptanya kepastian
hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum
Bahan hukum yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data
kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut
dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan sesuatu yang dapat
dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.3*
Bahan hukum yang dikaji dan dianalisi dalam penelitian hukum normatif
terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat,® bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

8 Ibid, him. 18

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: RajaGrafindo, him.13.

8 Ibid., hlm. 13.
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3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

4). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001.

5). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

6). Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020.

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini
ialah tulisan serta karya ilmiah seperti: jurnal, prosiding dan tulisan lainnya
yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pegawai Kementrian
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kesalahan
Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak. Serta doktrin-doktrin yang

berkaitan dengan penulisan tesis ini.

. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 3
Bahan hukum terseir dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan lain-lain
yang berkaitan dan memeliki relevansi dengan isu pertanggung jawaban

pidana pegawai Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

86

Ibid., hlm. 13.
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Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak

dan isu hukum lain yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan menelaah
bahan hukum atau studi dokumenter. Studi dokumen dalam penelitian hukum
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang
disebutkan tersebut harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya
karena sangat menentukan hasil suatu penelitian.®’
4. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum
Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi dan
sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terdapat pada
putusan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pertanggung jawaban
pidana pegawai Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak.
Setelah bahan-bahan hukum diperoleh dari hasil kepustakaan, maka setelah
itu dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum tersebut dengan cara
mengadakan sistemisasi terhadap bahan hukum tertulis. Yang dimaksud
dengan sistemisasi disini ialah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

hukum pekerjaan analitis dan konstruksi.

87 Ibid, him. 183.
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5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk
selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta

norma pokok yang terkandung didalamnya.®®

. Teknik dan Penarikan Kesimpulan

Adanya peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga diperlukan pertanggung
jawaban pidana pegawai Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak
Sertipikat Hak. Maka teknik penarikan kesimpulan (legal issue) dalam
penelitian ini dalam bentuk uraian naratif. Sajian data/bahan hukum lebih

bersifat deskriptif-analiti

88

Suteki, Gilang, Op. Cit, him. 267.
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